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PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang profesional, akuntabel,
sinergi, transparan, dan inovatif dibutuhkan upaya
penataan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
kepegawaian;

b. bahwa untuk melaksanakan penataan dan
penyempurnaan kelembagaan  ketatalaksanaan dan
kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a
berbasis pada kinerja sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
diperlukan pedoman analisis jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 13);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang



Menetapkan
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Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di lingkungan Kementerian yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai lain yang
berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat
dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan
Kementerian.

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS
dalam suatu satuan organisasi Jabatan.

4. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan
karakteristik Jabatan yang terdiri dari nomor kode
Jabatan, nama Jabatan, unit kerja atasan, ikhtisar
Jabatan, wuraian tugas, hasil kerja, bahan kerja,
peralatan kerja, pedoman kerja, tanggung jawab,
wewenang, hubungan kerja, keadaan tempat kerja,

upaya fisik, risiko bahaya, dan syarat Jabatan.
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10.

Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau
dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu Jabatan
dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang
diidentifikasi dari pendidikan, pelatihan, pengalaman,
pangkat/golongan, pengetahuan, kecakapan teknis,
potensi, dan sikap kerja.

Pangkat adalah menunjukkan tingkat kedudukan
seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya
dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan
sebagai dasar penggajian.

Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang
digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut
struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab
Jabatan serta persyaratan Jabatan dan menggambarkan
seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam
unit kerja.

Evaluasi Jabatan adalah sebuah analisis untuk
membuat estimasi nilai pembobotan dari sebuah
pekerjaan.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

BAB II
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

Pasal 2

(1) Analisis jabatan merupakan proses, metode, dan teknik

untuk memperoleh data Jabatan yang diolah menjadi

informasi Jabatan.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh  melalui  proses, metode, dan  teknik

pengumpulan dan pengolahan data Jabatan di lingkungan

Kementerian.

Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk:

a. penataan kepegawaian;

b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
evaluasi organisasi,

c
d. penguatan tata laksana;

®

pengawasan; dan

i

penguatan akuntabilitas.

Pasal 3
Untuk melaksanakan analisis jabatan pada Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
dibentuk Tim Analisis Jabatan.
Tim analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Tim analisis jabatan Kementerian; dan

b. Tim analisis jabatan Unit Kerja Eselon I.

Pasal 4
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Biro yang membidangi
organisasi dan tata laksana.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pengarah, yaitu Menteri;
b. Penanggung Jawab, yaitu Sekretaris Jenderal;
c. Ketua, yaitu Kepala Biro yang membidangi organisasi
dan tata laksana;
d. Sekretaris, yaitu Kepala Bagian yang membidangi
organisasi dan tata laksana; dan
e. Anggota, yaitu terdiri dari pejabat struktural dan

pelaksana dari unit kerja terkait.



